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 Abstrak: Keamanan maritim Indonesia memerlukan 

integrasi informasi antarlembaga untuk 

menghasilkan common operational picture (COP) 

yang mendukung Maritime Domain Awareness 

(MDA). Penelitian ini bertujuan menganalisis 

hambatan interoperabilitas dan merumuskan model 

tata kelola informasi maritim terpadu. Metode yang 

digunakan ialah analisis dokumen kualitatif atas 

regulasi, kebijakan, perjanjian kerja sama, dan 

literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan 

komando, perbedaan prosedur, dan belum 

seragamnya standar data menghambat pembentukan 

COP. Kajian juga menempatkan perkembangan 

hukum kelembagaan maritim sebagai aspek yang 

perlu diperhatikan dalam perancangan integrasi. 

Model yang diusulkan menggabungkan kejelasan 

mandat, standar pertukaran data, pusat fusi informasi 

nasional, dan implementasi bertahap yang 

mempertahankan peran instansi sektoral. Penelitian 

menyimpulkan bahwa efektivitas MDA lebih 

bergantung pada interoperabilitas kelembagaan dan 

tata kelola informasi daripada penambahan sensor 

semata). 

Keywords: Maritime Domain 

Awareness, Interoperabilitas, 

Common Operational Picture, 

Tata Kelola Maritime, Fusi 

Informasi. 

 

PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dengan posisi geografis yang 

strategis: ia menguasai empat dari sembilan choke point pelayaran dunia dan tiga Alur Laut 

Kepulauan Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik serta 

kawasan Asia Timur dengan Australia (Rachmaji, 2023). Posisi ini menjadikan keamanan maritim 

bukan sekadar urusan domestik, melainkan penopang stabilitas kawasan. Karena itu, kemampuan 

negara memahami apa yang terjadi di laut dari pergerakan kapal, aktivitas penangkapan ikan ilegal, 

penyelundupan, hingga ancaman lintas negara menjadi prasyarat bagi setiap kebijakan maritim 

yang kredibel. 

Konsep yang menampung kebutuhan tersebut adalah Maritime Domain Awareness (MDA), 

yang secara luas didefinisikan sebagai pemahaman efektif atas segala hal yang berkaitan dengan 

domain maritim yang berpotensi memengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan 

(Perera, 2020; Vance & Vicente, 2006). Definisi ini penting karena menegaskan bahwa MDA 

bukan sekadar pengawasan, melainkan hasil akhir dari proses pengumpulan, fusi, analisis, dan 
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penyebaran informasi kepada para pengambil keputusan (Vance & Vicente, 2006). Pencapaian 

MDA mensyaratkan integrasi lintas disiplin dalam sebuah infrastruktur kolaboratif tempat para 

mitra bekerja bersama memantau risiko, mendeteksi anomali, dan menindaklanjutinya sebelum 

krisis meletus (Hutchins et al., 2008). Dengan kata lain, MDA adalah persoalan tata kelola 

informasi, bukan semata persoalan teknologi sensor. 

Sejak pemerintahan Joko Widodo merumuskan visi Poros Maritim Dunia yang antara lain 

menekankan pembangunan kembali budaya maritim, perlindungan sumber daya laut dan stabilitas 

pangan dengan menempatkan nelayan sebagai penggeraknya, serta prioritas pada pembangunan 

infrastruktur dan konektivitas maritim melalui tol laut, pelabuhan dalam, logistik, industri 

pelayaran, dan pariwisata bahari. MDA yang memadai menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa MDA 

yang memadai, para pemangku kepentingan maritim akan sulit mengalokasikan dan 

memprioritaskan sumber daya ke area yang menjadi perhatian utama Poros Maritim Dunia (Agastia 

& Perwita, 2018). Kebijakan Kelautan Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 

16 Tahun 2017 memberi payung hukum bagi koordinasi lintas kementerian, termasuk program Tol 

Laut yang diarahkan untuk mengemkas disparitas harga komoditas antar-pulau (Sa'adah et al., 

2019). Namun, ambisi strategis yang besar itu berberturan dengan kenyataan institusional yang 

terfragmentasi. 

Literatur Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan 

kekurangan kebijakan, melainkan lemahnya integrasi. Pada periode 2014–2022, pemerintah 

menerbitkan tiga kebijakan terkait MDA, antara lain pembentukan Badan Keamanan Laut melalui 

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan pembentukan Perjanjian Bersama mengenai 

Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut (Narahara et al., 2024). 

Terbitnya sejumlah kebijakan tersebut ternyata belum berhasil mewujudkan MDA di Indonesia, 

sehingga analisis atas pengaturan kerangka kelembagaannya menjadi kebutuhan mendesak 

(Narahara et al., 2024). Komitmen untuk menempatkan Bakamla sebagai komandan utama upaya 

bersama menjaga laut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 (Afriansyah et 

al., 2024), meskipun tantangan berupa tumpang tindih tanggung jawab dan kewenangan tetap 

membayangi dan menimbulkan inefisiensi (Afriansyah et al., 2024). Fragmentasi ini diperkuat oleh 

kepentingan institusional dan integrasi vertikal yang tidak merata. Sondakh dkk. menemukan 

bahwa setidaknya tiga belas lembaga memiliki mandat hukum di bidang keamanan maritim, enam 

di antaranya mengoperasikan armada patroli sendiri, sehingga muncul duplikasi kewenangan, 

pemeriksaan berulang, dan ketidakjelasan rantai komando; bahkan fungsi peringatan dini secara 

hukum hanya dibebankan kepada Bakamla (Sondakh et al., 2025). Akibatnya, sinergi antarlembaga 

belum terbentuk dan Bakamla cenderung dipersepsikan sebagai institusi "anak tiri" di antara 

lembaga yang lebih mapan (Afriansyah et al., 2024; Wibawa et al., 2021). 

Namun, lanskap hukum dan kelembagaan Indonesia baru saja mengalami perubahan 

fundamental. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 180/PUU-XXIII/2026, beberapa 

pasal kunci dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 59 ayat (3), Pasal 

61, Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat. Putusan ini secara langsung mencabut landasan hukum operasional 

bagi Bakamla sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, menciptakan kekosongan 

hukum (legal vacuum) yang signifikan. Implikasinya, desain MDA Indonesia tidak dapat lagi 

bertumpu pada kerangka normatif yang telah invalid. Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa 

rekonstruksi tata kelola informasi maritim harus berangkat dari putusan MK tersebut, dengan 

menempatkan kejelasan hukum baru sebagai prasyarat bagi interoperabilitas antarlembaga. 

Kajian terdahulu tentang MDA dan keamanan maritim Indonesia dapat dipetakan ke dalam 
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tiga arus utama. Arus pertama bersifat teknis dan berfokus pada interoperabilitas sistem. Literatur 

Common Information Sharing Environment Uni Eropa menunjukkan bahwa pertukaran data 

maritim antarotoritas dapat berlangsung efisien melalui sistem yang interoperabel, dan bahwa Data 

Lake berlapis mampu mengagregasi, memfusikan, merutekan, serta mengharmonisasikan sumber 

heterogen seperti SAT-AIS, UAV, radar, dan data meteorologi untuk menghasilkan COP yang 

lebih akurat (Paladin, Kapidani, Astyakopoulos, et al., 2022; Paladin, Kapidani, Lukšić, et al., 

2022). Arus kedua berfokus pada COP dan kesadaran situasional. Steen-Tveit dan Munkvold 

menegaskan bahwa COP berfungsi sebagai basis pengambilan keputusan lebih lanjut dan 

merupakan tahap pertama menuju pemahaman situasional bersama, yang hanya bermakna bila para 

aktor memiliki kejelasan peran, saling menghormati, kepercayaan, dan alat komunikasi yang sama 

(McMaster & Baber, 2011). Arus ketiga berfokus pada fragmentasi tata kelola Indonesia, dengan 

menyoroti lemahnya koordinasi, tumpang tindih mandat, dan buruknya maritime sense-making 

(Agastia & Perwita, 2018; Wibawa et al., 2021). 

Meskipun ketiga arus tersebut kaya, terdapat celah yang belum dijembatani. Kajian Indonesia 

telah mengakui adanya fragmentasi tata kelola, tetapi belum menempatkan interoperabilitas 

informasi institusional sebagai penghubung yang hilang antara sistem pemantauan maritim dan 

COP yang dapat digunakan. Literatur kebijakan MDA justru menegaskan perlunya menganalisis 

pengaturan kerangka kelembagaan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut (Narahara 

et al., 2024), sebuah celah yang belum banyak diisi oleh kajian Indonesia. Sementara itu, studi 

kuantitatif terbaru justru menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi dan adopsi teknologi 

informasi secara signifikan meningkatkan kinerja aliansi strategis dan, melalui mediasi tersebut, 

efektivitas organisasi penjaga laut, namun kewenangan yang lemah membatasi dampak 

langsungnya (Prasetia et al., 2025). Temuan ini memperkuat dugaan bahwa persoalan utama bukan 

pada ketiadaan teknologi, melainkan pada tata kelola informasi yang mengikat teknologi itu pada 

kewenangan, standar, dan komando yang jelas. Celah inilah yang semakin krusial mengingat 

adanya putusan MK yang mencabut landasan hukum eksisting. 

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, 

bagaimana dokumen hukum dan kebijakan Indonesia termasuk implikasi Putusan MK No. 

180/PUU-XXIII/2026 mengatur tata kelola informasi maritim antarlembaga? Kedua, di mana 

kegagalan interoperabilitas menghambat pembentukan common operational picture? Ketiga, 

model kelembagaan seperti apa yang paling sesuai untuk memperkuat sistem MDA Indonesia 

melalui tata kelola informasi terpadu pasca-putusan MK? Kebaruan artikel ini terletak pada 

pergeseran analisis MDA dari pendekatan yang berpusat pada sensor menuju model tata kelola 

interoperabilitas informasi antarlembaga untuk pembentukan COP di Indonesia, dengan 

menjadikan putusan MK sebagai titik tolak normatif. Dengan menempatkan interoperabilitas 

sebagai variabel penghubung antara kapasitas pemantauan dan kesadaran situasional, artikel ini 

menawarkan kerangka yang dapat diuji dan direplikasi pada konteks negara kepulauan lain yang 

menghadapi fragmentasi serupa. 

 

LANDASAN TEORI  

MDA dan Berbagi Informasi sebagai Inti Operasional 

Literatur MDA secara konsisten memperlakukan berbagi informasi sebagai inti operasional 

kesadaran maritim. Bueger menegaskan bahwa berbagi informasi dan MDA berada di jantung 

agenda keamanan maritim kontemporer: tujuan MDA adalah membangun pemahaman bersama 

atas perkembangan dan ancaman di laut, yang merupakan prasyarat koordinasi dan kerja sama di 

antara beragam lembaga keamanan maritim, sehingga MDA sering dipahami sebagai "key enabler" 
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(Bueger, 2015). Yang penting, Bueger menekankan bahwa MDA bukan hanya tantangan teknis 

dalam mengumpulkan dan memfusikan data serta mengembangkan sistem pakar untuk mendeteksi 

anomali, melainkan juga tantangan sosial, politik, dan hukum (Bueger, 2015). Meskipun jauh dari 

sempurna, sistem regional Asia Tenggara tersebut telah menjadi model contoh bagi 

penyelenggaraan MDA di berbagai belahan dunia, dengan kekuatan utamanya justru terletak pada 

kemampuannya menumbuhkan kepercayaan serta kelenturan dan kemampuan beradaptasi 

terhadap perubahan situasi di laut (Bueger, 2015). 

Praktik regional mendukung pandangan tersebut. Di kawasan Asia-Pasifik, sejumlah 

mekanisme berbagi informasi telah beroperasi untuk memperkuat keamanan maritim dan MDA, 

antara lain International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre, Malacca Strait Security 

Initiative, ReCAAP Information Sharing Centre, Philippine Maritime Drug Enforcement 

Coordinating Center, Western Pacific Naval Symposium Regional Maritime Information Exchange, 

dan inisiatif Cooperative Maritime Forces Pacific (Goward, 2008). Goward menegaskan bahwa 

ketiadaan informasi yang dapat ditindaklanjuti berujung pada hilangnya peluang mencegah 

ancaman yang baru muncul dan kelompok transnasional, sehingga berbagi informasi harus 

dijadikan prioritas kritis (Goward, 2008). ReCAAP ISC sendiri merupakan perjanjian antar-

pemerintah regional pertama untuk menangani pembajakan dan perampokan bersenjata di laut, 

yang diluncurkan pada November 2006 dengan empat belas negara Asia dan kini beranggotakan 

dua puluh negara, dan diakui sebagai pusat kenggulan berbagi informasi (Bagus & Fadli, 2021). 

Pengalaman ASEAN juga menunjukkan bahwa enam pelajaran kerja sama keamanan maritim yang 

dihimpun dari pengalaman para peserta termasuk kebutuhan kerja sama teknis antarlembaga, 

berbagi informasi, dan integrasi rencana pelatihan, prosedur operasi standar, pendidikan, serta kerja 

sama hukum menjadi fondasi bagi kerja sama yang lebih praktis (Agastia, 2021). 

 

Interoperabilitas Teknis: dari CISE hingga Data Lake 

Arus teknis literatur MDA telah bergerak melampaui sensor yang terisolasi menuju 

lingkungan informasi yang interoperabel. CISE, sebagai inisiatif Uni Eropa, memungkinkan 

jaringan otoritas maritim bertukar data dan informasi secara efisien dan ekonomis melalui sistem 

yang interoperabel dengan memanfaatkan teknologi digital modern (Paladin et al., 2022). Paladin 

dkk. menjelaskan bahwa untuk menampung dan memproses data kapal dalam jumlah besar dari 

sumber heterogen, penerapan repositori big data dalam bentuk Data Lake memberi nilai tambah 

besar: lapisan-lapisan Data Lake dengan kemampuan agregasi, fusi, perutean, dan harmonisasi data 

dibantu alat pendukung keputusan berbasis semantik untuk menghasilkan COP yang lebih akurat 

di antara lembaga maritim (Paladin et al., 2022). Studi kasus pada proyek EFFECTOR 

menunjukkan bahwa Data Lake berlapis dan semantik, yang dipadukan dengan platform Command 

and Control (C2) canggih serta algoritma kecerdasan buatan, berkontribusi signifikan pada operasi 

di laut dan divalidasi melalui uji coba maritim bersama pengguna akhir (Paladin et al., 2022). 

Mihailović dkk. menambahkan bahwa Data Lake dirancang sebagai repositori data cerdas bersama 

yang mencakup lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional, sehingga memungkinkan 

pengambilan dan analisis data lintas batas. 

 

COP dan Pemahaman Situasional Bersama 

Arus kedua berfokus pada COP. Steen-Tveit dan Munkvold menegaskan bahwa konsep 

Situational Awareness dan COP saling terkait erat dan merupakan faktor krusial bagi manajemen 

darurat yang efektif; dalam operasi multiagen, para responden bekerja dengan mandat, tujuan, dan 

alat yang berbeda sehingga membangun COP menjadi tantangan tersendiri (Steen-Tveit & 
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Munkvold, 2021). Kolaborasi efektif mensyaratkan pemahaman situasional bersama yang 

bertumpu pada pengetahuan tentang tanggung jawab dan tugas masing-masing pihak, saling 

menghormati, kepercayaan, serta alat komunikasi bersama untuk berbagi informasi (Steen-Tveit & 

Munkvold, 2021). McMaster dan Baber memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa 

penyajian informasi semata tampaknya tidak cukup untuk memungkinkan terbentuknya 

pemahaman bersama, dan bahwa upaya mengonsolidasikan informasi berisiko menghilangkan 

informasi yang relevan bagi lembaga tertentu (McMaster & Baber, 2011). Sophronides dkk. 

menambahkan bahwa respons darurat yang efisien menuntut pendekatan multidisiplin dengan 

tingkat kolaborasi dan koordinasi yang tinggi, dan bahwa konsep strategis dari domain militer dapat 

diadaptasi untuk memperkuat sistem informasi respons darurat (Sophronides et al., 2017). Penney 

dkk. melangkah lebih jauh dengan mengusulkan kerangka Maaloop yang bertujuan menyediakan 

COP tingkat sistem lintas hierarki komando dan antarlembaga, sehingga pemahaman individual 

dan kolektif dapat meningkat terlepas dari posisi dalam hierarki maupun yurisdiksi lembaga 

(Penney et al., 2025). Distingsi ini krusial bagi Indonesia: integrasi teknologi tanpa penyelarasan 

kelembagaan kecil kemungkinan menghasilkan tindakan bersama. 

 

Fragmentasi Tata Kelola Maritim Indonesia 

Arus ketiga menyoroti pola sebaliknya di Indonesia: retorika kebijakan yang kuat tetapi 

implementasi yang lemah. Agastia dan Perwita menemukan bahwa proses pembangunan MDA 

Indonesia menghadapi persoalan pada tiga level yaitu level strategis, operasional, dan teknis, 

terutama keterbatasan kapasitas operasi MDA yang berkelanjutan, lemahnya koordinasi 

antarlembaga, dan buruknya maritime sense-making (Sondakh et al., 2025). Afriansyah dkk. 

mengaitkan masalah ini dengan tumpang tindih tanggung jawab dan kewenangan yang 

menimbulkan inefisiensi serta persepsi Bakamla sebagai institusi "anak tiri", dan mencatat bahwa 

proposal pembentukan Indonesian Coast Guard yang mengintegrasikan KPLP dan Bakamla 

dipandang sebagai opsi terbaik (Afriansyah et al., 2024). Wibawa dkk. menegaskan bahwa 

interaksi antarlembaga belum menunjukkan sinergi yang baik dan merekomendasikan reformasi 

menuju sistem single agency multi-task dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkualitas 

(Wibawa et al., 2021). Widijowati dkk. melengkapinya dengan temuan bahwa tumpang tindih 

regulasi dan kewenangan menghambat efektivitas Bakamla, sehingga harmonisasi hukum maritim 

dan pengundangan undang-undang penjaga laut menjadi kebutuhan mendesak (Widijowati et al., 

2025). Jauh sebelumnya, Jatmiko dan Tandiarang telah mengidentifikasi kebutuhan desain 

struktural alternatif untuk memperbaiki koordinasi dan integrasi di antara badan pemerintah dan 

nonpemerintah dalam domain maritim Indonesia (Jatmiko & Tandiarang, 2014). 

Fragmentasi serupa juga muncul pada dimensi sistem informasi. Rohajawati menemukan 

bahwa tiga persoalan utama transportasi laut Indonesia adalah struktur organisasi, regulasi, dan 

integrasi sistem informasi, dengan hambatan utama meliputi regulasi, kebijakan, keamanan politik, 

birokrasi, dan infrastruktur (Rohajawati, 2018). Istyanto dkk. mencatat bahwa sistem informasi 

kelautan yang ada cenderung terfragmentasi atau berjalan sendiri-sendiri sehingga pemangku 

kepentingan sulit memperoleh informasi yang utuh (Istyanto et al., 2024). Rachmaji menambahkan 

dimensi arsip: setidaknya tiga belas lembaga berkontribusi pada produksi arsip maritim, dan arsip 

MDA berperan ganda dalam kedaulatan sebagai bukti okupasi efektif dan instrumen diplomasi 

lunak (Rachmaji, 2023). Semua temuan ini mengarah pada satu kesimpulan: persoalan Indonesia 

bersifat struktural dan lintas institusi, bukan sekadar kekurangan perangkat. Dengan adanya 

Putusan MK No. 180/PUU-XXIII/2026, dimensi struktural ini semakin menonjol karena landasan 

hukum yang ada telah kehilangan sebagian validitasnya. 
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Kerangka Teoretis 

Artikel ini menyusun kerangka analisis tiga lapis. Pada lapis terluas, teori tata kelola 

menjelaskan bagaimana sistem publik multiaktor menghasilkan persoalan koordinasi ketika aturan 

dan model saling bertabrakan. Meuleman menekankan kebutuhan mekanisme koordinasi 

horizontal dan vertikal yang lebih baik, termasuk institusi tata kelola yang mampu memitigasi 

masalah yang timbul dari kewenangan yang terfragmentasi (Meuleman, 2021). Cejudo dan Trein 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terintegrasi selalu melibatkan lebih dari satu lembaga 

dan sektor, sehingga menciptakan tantangan koordinasi horizontal tambahan dan menjadikan 

implementasi sebagai proses politik (Cejudo & Trein, 2022). Wu dkk. memperlihatkan bagaimana 

sectoral silos yaitu kementerian dengan mandat, anggaran, dan sistem data yang independen serta 

disintegrasi vertikal memperparah fragmentasi, sementara Akpughe dan Raphael menjelaskan 

bahwa implementation gap di negara berkembang lahir dari konvergensi ekspektasi prinsipal, 

adopsi model kebijakan luar secara serampangan, beban birokratik, dan kelemahan kelembagaan 

yang mendorong kepatuhan simbolik ketimbang eksekusi nyata (Akpughe & Raphael, 2026; Wu 

et al., 2026). 

Pada lapis menengah, tata kelola keamanan maritim dan MDA mempersempit analisis pada 

bagaimana mandat hukum, kesepakatan pertukaran data, dan badan koordinasi mengorganisasi 

tindakan maritim. Bueger menegaskan bahwa organisasi MDA adalah persoalan sosial, politik, dan 

hukum yang menuntut kepercayaan dan kelenturan (Bueger, 2015), sedangkan Narahara dkk. 

menempatkan MDA sebagai konsep yang penting bagi pemerintah untuk membentuk pemahaman 

efektif atas domain maritim Indonesia, dan menekankan perlunya menelaah pengaturan kerangka 

kelembagaan dalam kebijakan MDA (Narahara et al., 2024). Dalam konteks pasca-putusan MK, 

lapis ini juga mencakup analisis atas kekosongan hukum dan implikasinya terhadap legitimasi dan 

operasionalisasi lembaga koordinasi. 

Pada lapis terapan, COP dan kesadaran situasional menjelaskan konsekuensi operasionalnya: 

sistem informasi yang terfragmentasi mencegah lembaga menghasilkan gambaran operasional 

bersama yang dapat digunakan pada level strategis, operasional, dan taktis (Paladin et al., 2022; 

Steen-Tveit & Munkvold, 2021). McMaster dan Baber menegaskan bahwa koordinasi operasi 

multiagen menuntut tingkat pemahaman bersama antara organisasi dan tingkat komando 

(McMaster & Baber, 2011). 

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan empat konsep kunci. 

Fragmentasi merujuk pada tumpang tindih mandat dan integrasi vertikal yang tidak merata 

(Sondakh et al., 2025; Wu et al., 2026). Interoperabilitas merujuk pada kemampuan lembaga dan 

sistem untuk bertukar data melalui proses, standar, antarmuka, dan kesepakatan bersama (Paladin 

et al., 2022; Thomopoulos, 2019). COP merujuk pada basis pengambilan keputusan lebih lanjut 

dan tahap pertama dalam proses membangun pemahaman situasional bersama (Steen-Tveit & 

Munkvold, 2021), yang dalam praktiknya diwujudkan sebagai produk visual yang bersifat seketika 

dan menyeluruh mengenai situasi sehingga memungkinkan pemahaman tingkat sistem lintas 

hierarki komando dan antarlembaga (Penney et al., 2025). MDA merujuk pada pemahaman efektif 

atas segala hal yang berkaitan dengan domain maritim yang berpotensi memengaruhi keamanan, 

keselamatan, ekonomi, atau lingkungan (Perera, 2020; Vance & Vicente, 2006). 

 

METODE PENELITIAN 

Artikel ini menggunakan desain analisis dokumen kualitatif. Pilihan ini sejalan dengan 

lingkup penelitian yang berbasis dokumen dan mengikuti tradisi riset Indonesia yang mengkaji 

MDA serta tata kelola maritim melalui peraturan, dokumen kebijakan, dan teks implementasi 
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(Narahara et al., 2024; Sondakh et al., 2025). Penelitian ini juga mengikuti pendekatan institusional 

yang diajukan dalam literatur kebijakan MDA, yang menekankan penelaahan pengaturan kerangka 

kelembagaan dalam kebijakan sebagai basis analisis mengenai pertukaran data dan informasi 

penegakan hukum laut, dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 (Afriansyah et al., 2024; 

Narahara et al., 2024). Kelompok kedua adalah materi strategis dan doktrinal mengenai kebijakan 

maritim Indonesia dan orientasi MDA (Agastia & Perwita, 2018; Hudaya & Putra, 2018; Sa'adah 

et al., 2019). Kelompok ketiga adalah literatur bereputasi dan kebijakan mengenai interoperabilitas, 

COP, intelijen maritim, dan tata kelola perbatasan (Goward, 2008; Paladin et al., 2022; Steen-Tveit 

& Munkvold, 2021). Dalam konteks revisi ini, dokumen kunci tambahan adalah Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 180/PUU-XXIII/2026 yang menjadi dasar analisis normatif baru. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Basis Kebijakan Formal Ada, Realitas Operasional Belum Terintegrasi 

Analisis terhadap dokumen kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki 

landasan formal yang cukup komprehensif untuk MDA. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

merupakan fondasi awal yang mengatur pembentukan Bakamla sebagai lembaga koordinasi 

keamanan laut. Perjanjian Bersama mengenai Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka 

Penegakan Hukum di Laut memberikan kerangka kerja sama antarlembaga, sementara PP No. 13 

Tahun 2022 menegaskan peran Bakamla sebagai koordinator. Namun, realitas operasional 

menunjukkan bahwa kerangka formal tersebut belum mampu mewujudkan integrasi yang 

diharapkan. Tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan rantai komando, dan variasi prosedur 

operasi standar tetap menjadi hambatan utama (Sondakh et al., 2025). Situasi ini diperparah oleh 

Putusan MK No. 180/PUU-XXIII/2026 yang mencabut beberapa pasal kunci UU No. 32 Tahun 

2014, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih besar. Dengan demikian, persoalan 

bukan hanya pada implementasi, tetapi juga pada fondasi hukum yang kini tengah mengalami 

delegitimasi parsial. 

 

Fragmentasi Bersifat Struktural, bukan Sekadar Kegagalan Koordinasi 

Temuan kedua menegaskan bahwa fragmentasi tata kelola maritim Indonesia bersifat 

struktural. Hal ini tercermin dari banyaknya lembaga yang memiliki mandat di bidang keamanan 

maritim, masing-masing dengan kepentingan institusional, anggaran, dan sistem data yang 

independen (Sondakh et al., 2025; Wu et al., 2026). Struktur seperti ini menciptakan sectoral silos 

yang menghambat koordinasi horizontal dan vertikal. Putusan MK 180/PUU-XXIII/2026 tidak 

serta-merta menyelesaikan fragmentasi ini; sebaliknya, putusan tersebut membuka ruang bagi 

ketidakpastian baru mengenai lembaga mana yang memiliki legitimasi konstitusional untuk 

menjalankan fungsi koordinasi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah fragmentasi memerlukan 
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rekayasa kelembagaan yang berangkat dari realitas pasca-putusan MK, bukan sekadar penambalan 

koordinasi. 

 

Kegagalan Interoperabilitas Terjadi pada Level Aturan, Komando, dan Standar 

Temuan ketiga adalah bahwa kegagalan interoperabilitas muncul pada level aturan, 

komando, dan standar, sebelum menyentuh perangkat keras. Literatur CISE menunjukkan bahwa 

Data Lake berlapis meningkatkan fusi data hanya ketika lembaga mampu merutekan dan 

mengharmonisasikan informasi heterogen melalui arsitektur bersama (Paladin, Kapidani, 

Astyakopoulos, et al., 2022; Paladin, Kapidani, Lukšić, et al., 2022), dan bahwa keberhasilan 

pertukaran data nasional bergantung pada adaptor yang menghubungkan sistem warisan ke 

jaringan bersama (Thomopoulos, 2019). Dengan kata lain, prasyarat interoperabilitas adalah 

proses, kesepakatan, antarmuka, dan format yang disepakati, bukan sekadar perangkat. Tantangan 

Indonesia tepat berada di titik ini: meskipun teknologi pengawasan tersedia, lembaga-lembaga 

menghadapi variasi kerangka hukum yang menghasilkan perbedaan prosedur operasi standar, 

sistem logistik, dan struktur komando, sehingga upaya pencegahan, penegakan hukum, dan sistem 

peringatan dini tidak selalu terkoordinasi di bawah satu komando (Sondakh et al., 2025). Wibawa 

dkk. menyoroti bahwa era disrupsi teknologi menuntut reformasi birokrasi yang menekankan 

inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal (Wibawa et al., 2021), 

sementara Prasetia dkk. menunjukkan bahwa hubungan antarorganisasi dan adopsi teknologi 

informasi secara signifikan meningkatkan kinerja aliansi strategis dan efektivitas organisasi 

penjaga laut, tetapi kewenangan yang lemah membatasi dampak langsungnya (Prasetia et al., 

2025). Temuan ini menegaskan bahwa teknologi hanya bekerja bila disangga tata kelola. Dalam 

konteks pasca-putusan MK, ketiadaan aturan yang jelas semakin memperlebar jurang 

interoperabilitas karena lembaga-lembaga kehilangan rujukan normatif bersama. 

 

Persoalan COP Bersifat Teknis sekaligus Sosial 

Temuan keempat adalah bahwa persoalan COP di Indonesia bersifat teknis sekaligus sosial. 

Steen-Tveit dan Munkvold menegaskan bahwa COP adalah basis pengambilan keputusan lebih 

lanjut dan tahap pertama menuju pemahaman situasional bersama, bukan keadaan akhir itu sendiri 

(Steen-Tveit & Munkvold, 2021). Efektivitas multiagen juga mensyaratkan kejelasan peran, alat 

komunikasi bersama, dan kepercayaan lintas aktor yang memiliki mandat berbeda (Steen-Tveit & 

Munkvold, 2021). McMaster dan Baber memperingatkan bahwa penyajian informasi semata tidak 

cukup membangun pemahaman bersama, sehingga format informasi mungkin perlu 

"diterjemahkan" agar relevan bagi tiap lembaga (McMaster & Baber, 2011). Penney dkk. 

menunjukkan bahwa COP tingkat sistem yang melintasi hierarki komando dan antarlembaga 

diperlukan agar pemahaman individual dan kolektif dapat meningkat terlepas dari posisi dalam 

struktur (Penney et al., 2025). Di Indonesia, persoalan sosial ini diperumit oleh ketidakpastian 

hukum pasca-putusan MK yang membuat para aktor semakin enggan berbagi informasi dan 

kewenangan. 

 

Integrasi Berpusat pada Bakamla sebagai Jalur Paling Masuk Akal 

Temuan kelima adalah bahwa integrasi yang berpusat pada Bakamla tetap menjadi jalur 

kelembagaan yang paling masuk akal, tetapi hanya jika disertai penajaman peran dan aturan 

informasi bersama. Bakamla dibentuk untuk mengoordinasikan patroli keamanan dan keselamatan 

laut, namun perannya masih terkendala resistensi, penyelarasan hukum yang belum tuntas, dan 

integrasi sistemik yang lemah (Narahara et al., 2024; Sondakh et al., 2025). Beberapa studi 
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mutakhir mengarah pada reformasi yang serupa: komando antarlembaga yang bersatu, fusi data 

yang terintegrasi, konsolidasi regulasi, dan distribusi kewenangan yang lebih jelas pada level 

strategis, operasional, dan taktis (Sondakh et al., 2025; Widijowati et al., 2025). Afriansyah dkk. 

mencatat bahwa pemberian kewenangan kepada satu lembaga tampak sebagai solusi terbaik, dan 

bahwa penggabungan KPLP serta Bakamla ke dalam struktur penjaga laut yang lebih koheren 

dipandang sebagai opsi paling menjanjikan (Afriansyah et al., 2024). Namun, mengingat hambatan 

politik dan institusional, langkah bertahap lebih realistis daripada sentralisasi maksimal. Pasca-

putusan MK, opsi ini memerlukan rekonseptualisasi: Bakamla tidak lagi dapat bertumpu pada UU 

32/2014 yang telah dinyatakan inkonstitusional, sehingga diperlukan payung hukum baru yang 

secara eksplisit menempatkannya sebagai simpul fusi informasi dan koordinasi, bukan sebagai 

lembaga penegak hukum yang bersaing dengan instansi lain. 

 

Model Fusi Bertahap Lebih Realistis daripada Sentralisasi Maksimal 

Temuan keenam adalah bahwa praktik internasional mendukung model fusi bertahap 

ketimbang sentralisasi maksimal. Pengalaman Asia Tenggara menunjukkan bahwa organisasi 

MDA yang efektif bertumpu pada pusat-pusat yang saling melengkapi, dengan kekuatan sistem 

justru terletak pada kemampuan membangun kepercayaan dan kelenturan menghadapi perubahan 

situasi laut (Bueger, 2015a, 2015b). Praktik regional Asia juga menunjukkan bahwa berbagai 

informasi yang terlembaga—melalui pusat berbagi informasi dan pelajaran dari pengalaman para 

pemangku kepentingan—meningkatkan kesadaran situasional di kawasan yang rawan (Agastia, 

2021; Bagus & Fadli, 2021; Goward, 2008). Bagi Indonesia, implikasinya adalah interoperabilitas 

sebaiknya dimulai dari standar data bersama, protokol pelaporan, dan simpul fusi sebelum meluas 

menjadi model penjaga laut yang sepenuhnya terpadu. Pasca-putusan MK, pendekatan bertahap ini 

menjadi semakin relevan karena tidak memerlukan amandemen konstitusional atau restrukturisasi 

radikal, melainkan dapat dimulai melalui peraturan pelaksana dan kesepakatan antarlembaga. 

 

Model Tata Kelola Informasi Maritim Terpadu 

Berangkat dari enam temuan tersebut, artikel ini mengusulkan Model Tata Kelola Informasi 

Maritim Terpadu. Pada level strategis, negara perlu menegaskan hierarki hukum baru pasca-

putusan MK, otoritas pemimpin tunggal dalam koordinasi informasi, dan aturan tata kelola data, 

sehingga mandat tidak lagi bertumpang tindih (Narahara et al., 2024; Widijowati et al., 2025). Pada 

level operasional, Indonesia perlu membentuk mekanisme fusi nasional atau pusat informasi 

maritim terpadu yang mengonsolidasikan umpan AIS, VMS, SAR, intelijen, dan sumber maritim 

lain menjadi COP yang dapat digunakan, dengan mengadopsi standar data bersama, prosedur 

pelaporan yang seragam, serta mekanisme pertukaran yang disepakati agar informasi mengalir 

tanpa hambatan birokratik (Paladin et al., 2022; Thomopoulos, 2019). Model ini menempatkan 

interoperabilitas informasi bukan sebagai keluaran teknologi, melainkan sebagai hasil tata kelola, 

sejalan dengan bukti bahwa Data Lake dan platform C2 hanya efektif ketika arsitektur, prosedur, 

dan kesepakatan bersama tersedia (Mihailović et al., 2022; Paladin, Kapidani, Astyakopoulos, et 

al., 2022; Paladin, Kapidani, Kočan, et al., 2022). 

Model ini juga konsisten dengan temuan bahwa COP berfungsi sebagai tahap pertama 

menuju pemahaman situasional bersama (Steen-Tveit & Munkvold, 2021), dan bahwa koordinasi 

multiagen menuntut pemahaman bersama lintas organisasi dan tingkat komando (McMaster & 

Baber, 2011; Penney et al., 2025). Implikasi praktisnya, reformasi tidak cukup dilakukan dengan 

membeli teknologi baru; ia menuntut penataan kewenangan, standar bersama, dan mekanisme fusi 

yang dilembagakan. Dalam konteks pasca-putusan MK, model ini menawarkan jalan keluar dari 
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kekosongan hukum: alih-alih menunggu terbentuknya undang-undang baru yang komprehensif, 

Indonesia dapat memulai dengan membangun arsitektur informasi dan kesepakatan antarlembaga 

yang bersifat bottom-up namun tetap memiliki legitimasi politik.  

 

KESIMPULAN  
Artikel ini berargumen bahwa persoalan utama MDA Indonesia bukanlah kekurangan 

teknologi sensor, melainkan lemahnya tata kelola informasi yang menghubungkan kapasitas 

pemantauan dengan kesadaran situasional. Fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, 

dan ketiadaan standar data bersama telah menghambat terbentuknya common operational picture 

yang efektif. Dinamika konstitusional terbaru melalui Putusan MK No. 180/PUU-XXIII/2026 yang 

menyatakan beberapa pasal kunci UU No. 32 Tahun 2014 inkonstitusional telah menciptakan 

kekosongan hukum yang memperparah ketidakpastian kelembagaan. Oleh karena itu, rekonstruksi 

tata kelola informasi maritim harus berangkat dari putusan MK tersebut, dengan menempatkan 

kejelasan hukum baru sebagai prasyarat bagi interoperabilitas antarlembaga. 

Kebaruan artikel ini terletak pada pergeseran analisis dari pendekatan yang berpusat pada 

sensor menuju model tata kelola interoperabilitas informasi, dengan menjadikan putusan MK 

sebagai titik tolak normatif. Kontribusi teoretisnya adalah memperjelas posisi interoperabilitas 

institusional dalam rantai sebab-akibat antara kapasitas pemantauan dan kesadaran situasional, 

sedangkan kontribusi praktisnya adalah kerangka bertahap yang dapat diadopsi tanpa memerlukan 

sentralisasi kewenangan secara maksimal. Model yang diusulkan menempatkan Bakamla atau 

lembaga penggantinya sebagai simpul fusi informasi nasional, bukan sebagai penegak hukum yang 

bersaing dengan instansi sektoral. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Analisis dokumen tidak dapat menangkap dinamika 

informal antarlembaga, sehingga studi lanjutan disarankan menggunakan wawancara mendalam 

dan observasi operasi gabungan. Selain itu, pengujian empiris terhadap model yang diusulkan, 

misalnya melalui pemodelan persamaan struktural sebagaimana digunakan dalam studi kinerja 

penjaga laut yang melibatkan 136 personel, perlu dilakukan untuk memvalidasi hubungan kausal 

yang diasumsikan. Studi lanjutan juga perlu memantau perkembangan legislasi pasca-putusan MK 

untuk memastikan model yang diusulkan tetap relevan dengan kerangka hukum yang baru. 
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